ABSTRAK

Aparatur Sipil Negara merupakan aktor utama pelayanan publik, disatu sisi Badan
Usaha Milik Negara sebagai perusahaan publik juga mempunyai peran penting
dalam pelayanan publik. Pelayanan publik dalam Undang — Undang Pelayanan
Publik dasarnya terbagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu pelayanan publik
administratif yang menjadi tanggung jawab utama ASN dan juga pelayanan publik
dalam penyediaan barang dan jasa yang menjadi tanggung jawab Badan Usaha
Miliki Negara. Dalam praktiknya, sering ditemukan bahwasannya ASN
melakukan rangkap jabatan dalam jabatan BUMN yaitu dewan komisaris. Sebagai
aktor pelayan publik ASN seharusnya dituntut untuk professional dan menaati
peraturan yang berlaku, pasalnya rangkap jabatan sebagai dewan komisaris
dilarang dalam Undang — Undang Pelayanan Publik dan Undang — Undang
BUMN itu sendiri, tidak hanya itu dalam Undang — Undang Perseroan Terbatas
jelas dikatakan bahwasannya dewan komisaris BUMN dilarang untuk melakukan
rangkap jabatan. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis — normatif dan
bahan-bahan hukum yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan. Hasil data
kemudian diolah dan disajikan dalam bentuk uraian deskriptif. Hasil penelitian ini
menunjukan bahwasannya rangkap jabatan baik itu yang dilakukan Aparatur Sipil
Negara dan juga dewan komisaris yang berasal dari Badan Usaha Milik Negara
tidak diperbolehkan dikarenakan undang — undang yang mengatur, namun pada
faktanya rangkap jabatan secara jelas diperbolehkan oleh Peraturan Menteri
BUMN yang mengatur persoalan tata cara pengangkatan dewan komisaris BUMN
terkhususnya yang berasal dari instansi pemerintahan. Hal ini menyebabkan
timbulnya konflik norma (conflict of norm) dan juga ketidak pastian hukum yang
jelas bertentangan dengan asas kepastian hukum dalam sistem ketatanegaraan
Indonesia. Maka dari itu penilitian ini memberikan saran bahwasannya
Pemerintah Indonesia seharusnya meninjau kembali seluruh peraturan yang dapat
menyebabkan konflik norma terkhususnya terkait dengan peraturan rangkap
jabatan ASN sebagai dewan komisaris BUMN dan Peraturan Menteri BUMN
yang pada dasarnya menjalankan amanah dari peraturan yang sifatnya lebih tinggi
sesuai dengan hierarki peraturan perundang — undangan di Indonesia seharusnya
bisa berjalan seiringan dan menjadi peraturan pelaksana yang bersifat lebih teknis
agar terciptanya kepastian hukum bagi masyarakat secara luas.
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